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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran desa Margahurip dalam pelaksanaan kebijakan desa tanggap 

COVID-19 sebagai bentuk pencegahan penularan dan penanganan 

COVID-19 di antaranya membentuk relawan desa lawan COVID-19 

dengan struktur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran 

Nomor 8 Tahun 2020. Tugas dari relawan tersebut seperti melakukan 

pemantauan terhadap setiap siapa orang yang keluar dan masuk ke desa 

melalui pos pantau yang berada di setiap dusun, mengedukasi seluruh 

warga masyarakat desa melalui sosialisasi untuk selalu disiplin dalam 

mentaati peraturan protokol kesehatan, dan juga menyediakan vaksin 

untuk seluruh masyarakat desa. Selain berbagai upaya dilakukan untuk 

meminimalisir penularan COVID-19, pemerintah desa juga 

memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai, dan sembako untuk 

seluruh warga desa yang memenuhi syarat jenis bantuan, dan bantuan 

yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan dana APBDes. 

2. Penghambat pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan dampak Covid-

19 juga sebagian besar berasal dari masyarakat. Masyarakat banyak 

yang masih menginginkan bantuan sosial dari pemerintah padahal 

status ekonomi mereka masih mencukupi. Dalam pelaksanaan vaksin 



61 
 

 

juga kurangnya respon dari masyarakat yang notabene masih tabu akan 

pemahaman tentang vaksin mengakibatkan kendala dalam pencapaian 

target yang ditentukan pemerintah untuk vaksin. Tidak ada hambatan 

dari pemerintah selain masalah administrasi keuangan.  

B. Saran 

1. Peran pemerintah Desa Margahurip dalam penanganan Pandemi Covid-

19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang 

dirancang secara konprehensif supaya melibatkan berbagai eksponen 

masyarakat. 

2. Masyarakat desa Margahurip diharapkan memberi dukungan kepada 

program-program yang dikeluarkan pemerintah Desa agar terciptanya 

kondisi kesehatan, dan ekonomi yang terjaga. 
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